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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan di 

atas maka akuntabiltas dan transparansi pengelolaan keuangan desa pada Desa 

Balaweling II dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara umum pengelolaan keuangan desa di Desa Balaweling II baik dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, penataausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, telah dilaksanakan secara akuntabel dan transparan 

sesuai asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 

Tahun 2018. 

2. Dalam tahapan perencanaan kuangan desa, Pemerintah Desa Balaweling II 

telah menerapakan asas akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya kegiatan musdus dan musrembangdes  sebelum 

penyusunan APBDesa dan juga adanya penyampaian rancangan peraturan 

desa  tentang APBDesa oleh kepala desa kepada bupati. 

3. Dalam tahapan pelaksanaan, pemerintah desa telah menerapkan asas 

akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan setiap 

penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa 

(buku bank) serta adanya pengeras suara (corong desa) untuk menyapaikan 

setiap pelaksanaan kegiatan di Desa Balaweling II. 

4. Dalam tahapan penatausahaan, pemerintah desa telah menerapkan asas 

akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan 
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adanya buku kas umum yang dibuat oleh bendahara untuk mencatat setiap 

peneriman dan pengluaran kas desa yang berkaitan dengan pelasanakan 

belanja desa serta buku bank desa (bank NTT) dengan spesimen tanda 

tangan kepala desa dan kaur keuangan (bendahara) Desa. 

5. Dalam tahapan pelaporan, pemerintah desa telah menerapkan asas 

akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini dibuktikan dengan telah 

laporan realisasi anggran semester pertama dan semester akhir tahun yang 

dibuat oleh Pemerintah Desa Balaweling II. 

6. Dalam tahapan pertanggungjawaban, pemerintah desa telah menerapkan 

asas akuntabilitas dan transparansi secara baik. Hal ini buktikan dengan 

adanya penyampain laporan realisasi anggaran semester pertama dan 

semester akhir tahun oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Pada 

Desa Balaweling II juga tersedia media informasi desa berupa pengeras 

suara, papan informasi desa dan pemasangan baliho tentang realisasi 

APBDesa. 

6.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Desa Balaweling II, diharapkan tetap berpegang teguh 

terhadap peraturan yang dibuat untuk proses pengelolaan keuangan desa 

serta menerapkan asas akuntabiltas dan transparansi, agar tidak terjadi 

lagi kasus penyelewengan atau penyalahgunaan dana. 

2. Penelitian ini hanya membahas  asas akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, 
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sehingga bagi peneliti selanjutnya untuk meambah asas partisipasi dalam 

penelitiannya. 
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